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Hal tersebut diungkap-

kan Plt Kepala Dinas

Pertanian, Pangan dan

Perikanan (DP3) Sleman

Suparmono di kantornya,

Kamis (5/12). Menurutnya,

Kementerian Pertanian

melalui keputusan Di-

rektur Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian

Nomor 04/KPTS/ RC.210/

B/01/2024 tentang Pe-

nyaluran Pupuk Bersub-

sidi dari Kios Pengecer ke

Petani telah menetapkan

bahwa untuk pelaksanaan

penyaluran pupuk bersub-

sidi dari kios pengecer ke

petani dilakukan melalui

penebusan dengan meng-

gunakan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan atau

Kartu Tani/ Kartu Tani

Digital. 

”Mulai 8 Oktober 2024,

transaksi pupuk subsidi da-

pat dilakukan menggu-

nakan mesin MPos. Petani

dapat menebus pupuk sub-

sidi dengan kartu tani atau

KTP. Dengan integrasi ini

diharapkan petani lebih

mudah menebus pupuk

subsidi dan bisa meningkat-

kan realisasi penebusan pu-

puk subsidi di Kabupaten

Sleman,” jelasnya.

Suparmono menegaskan,

DP3 Sleman berupaya un-

tuk mendorong petani me-

nebus pupuk subsidi demi

tercapainya peningkatan

produktivitas pertanian, pe-

ningkatan produksi dan ke-

mandirian pangan. DP3

Sleman juga telah melaku-

kan entri data usulan pene-

rima pupuk bersubsidi de-

ngan mengerahkan petugas

PPL dan admin eRDKK. Se-

jauh ini, petugas telah men-

gentri sebanyak sekitar

40.595 NIK petani dalam

aplikasi eRDKK 2025. 

”Kalau dibandingkan de-

ngan jumlah NIK petani pe-

nerima subsidi pupuk ta-

hun 2024 yakni sebanyak

53.764 petani, maka capa-

iannya sudah mencapai

75,5%,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian lu-

asan yang sudah terentri

mencapai 35.568,499 Ha

atau 75,08% dari luasan

usulan tahun sebelumnya.

Tahun 2024, Sleman berha-

sil mengusulkan pupuk

subsidi untuk luasan

47.373,032 Ha, usulan urea

sebanyak 10.792.084 kg dan

12.113.293 kg NPK. (Has)-f

SLEMAN (KR) -  Alokasi pupuk bersub-
sidi Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar
9.642.000 kg urea dan 7.516.000 NPK.
Hingga Oktober 2024, realisasi penebusan
urea baru sebesar 5.209.260 kg atau 54,03%
dan realisasi penebusan NPK sebesar
4.147.550 kg atau 55,18%. 

KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

JPS Jadi Solusi Atasi Masalah Sosial bagi Warga Miskin

SLEMAN (KR) - Peme-

rintah Kabupaten Sleman

memiliki unggulan untuk

mengatasi dalam mengatasi

masalah sosial bagi warga

miskin dan rentan miskin,

yakni Jaring Pengaman So-

sial (JPS). Komisi D DPRD

Kabupaten Sleman mendo-

rong program tersebut diopti-

malkan dan anggarannya di-

tingkatkan.

Anggota Komisi D DPRD

Kabupaten Sleman H Dedie

Kusuma SE mengatakan,

program JPS itu diutamakan

untuk menyelesaikan perma-

salahan sosial bagi warga

miskin dan rentan miskin

yang belum masuk Data

Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS). Utamanya

untuk mengatasi permasa-

lahan di bidang kesehatan

dan pendidikan.

ÓProgram ini (JPS) cukup

bermanfaat bagi masyarakat

Sleman. Khususnya warga

miskin dan rentan miskin

yang belum masuk DTKS.

Biaya kesehatan dan pendi-

dikan dapat dicover menggu-

nakan JPS,Ó kata Dedie.

Hingga bulan lalu, DTKS

Kabupaten Sleman terdiri

atas 183.709 kepala keluar-

ga (KK) dan atau 474.009 in-

dividu. Sedangkan alokasi

anggaran JPS 2024 sebesar

Rp 13,3 miliar. Sementara

untuk 2025 dialokasikan Rp

12,5 miliar dengan kemung-

kinan ada penambahan.

Dedie Kusuma SE memin-

ta dinas sosial dan dinas ke-

sehatan memastikan tamba-

han alokasi anggaran JPS

pada APBD Sleman 2025.

Hal itu dikarenakan saat ini

masih banyak warga yang

menunggak iuran premi

BPJS kesehatan. Sementara

mereka tidak terdaftar seba-

gai penerima bantuan iuran

(PBI) BPJS kesehatan. ÓMe-

reka (warga yang menung-

gak) masuk kategori miskin

dan rentan miskin. Tapi tidak

masuk DTKS sehingga tidak

bisa menerima PBI BPJS

Kesehatan,Ó terang politisi

dari PDI Perjuangan ini.

Alasan warga miskin dan

rentan menunggak iuran

BPJS karena untuk meme-

nuhi kebutuhan sehari-hari

saja sudah kesulitan. Apalagi

harus menanggung iuran

satu keluarga. ÓBisa makan

tiga kali sehari sudah bagus.

Kalau masih bayar iuran satu

keluarga jelas keberatan,Ó

ujarnya.

Untuk itu, Dedie meminta

kepada pemerintah daerah

update data DTKS secara

berkala. Dengan harapan

warga miskin dan rentan

miskin yang masih tercecer

dapat masuk DTKS. Ó�Kami

berharap warga miskin dan

rentan miskin yang belum

masuk DTKS, bisa segera di-

masukkan. Sehingga mere-

ka akan terkaver oleh peme-

rintah baik kesehatan mau-

pun pendidikannya,Ó ujarnya.

Sedangkan alasan perlu

anggaran JPS ditingkatkan

karena masih banyak warga

miskin dan rentan miskin

yang tunggu membayar SPP

sekolah. Akibatnya setelah

lulus, ijazah ditahan oleh se-

kolah. Selain itu juga ada

warga miskin yang tidak da-

pat melanjutkan sekolah

atau kuliah karena keterba-

tasan biaya.

ÓIni masih banyak kita te-

mukan di lapangan. Masih

ada ijazah siswa yang dita-

han oleh pihak sekolah kare-

na menunggak biaya SPP.

Kemudian tidak bisa kuliah

karena tidak ada biaya. Se-

muanya itu bisa diatasi de-

ngan JPS. Makanya kami

mendorong anggaran JPS

ditambah lagi,Ó kata peng-

usaha Gudeg Barek ini.

Menurutnya, program JPS

maupun jaminan sosial lain-

nya dari pemerintah itu untuk

membantu warga miskin dan

rentan miskim di bidang ke-

sehatan maupun pendidikan.

Bagi masyarakat yang mera-

sa mampu keluar dari jurang

kemiskinan, diminta kesa-

darannya.

ÓKejujuran itu penting.

Kalau memang sudah ke-

luar dari garis kemiskinan,

sebaiknya tidak menerima

atau mengakses bantuan

pemerintah. Supaya peng-

guna anggaran bantuan

sosial tepat sasaran yang

dimanfaatkan oleh warga

miskin dan rentan miskin,Ó

pesannya. (Sni)-f

KR-Istimewa

H Dedie Kusuma SE

KR-Istimewa

Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mengadakan rapat internal.

BANTUL (KR) - Ga-

bungan Organisasi Wanita

(GOW) Kabupaten Bantul

menyelenggarakan sosiali-

sasi program kerja GOW

tahun 2025 dan seminar

publik speaking di Bangsal

Sasanakrida Rumah Dinas

Bupati Bantul. Kegiatan

tersebut guna meningkat-

kan keterampilan berko-

munikasi anggota organisa-

si wanita dan mendukung

pemberdayaan perempuan

di Kabupaten Bantul, Se-

lasa (3/12).

Kegiatan tersebut meng-

hadirkan narasumber Prof

Dr Purbudi Wahyuni dari

UPN Veteran Yogyakarta.

Ketua GOW Kabupaten

Bantul, Titi Pratiwi Riyan-

tono, mengapresiasi ke-

hadiran para peserta yang

berasal dari berbagai orga-

nisasi wanita di Bantul.

”Public speaking adalah

keterampilan yang harus

diasah, khususnya bagi kita

yang berperan aktif dalam

organisasi. Maka diharap-

kan melalui seminar ini se-

mua bisa belajar bersama

dan menjadi inspirasi  bagi

masyarakat,” harapnya.

Kepala Dinas Pember-

dayaan Perempuan, Perlin-

dungan Anak, Pengendali-

an Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3APPKB)

Kabupaten Bantul, Ninik

Istitarini, mengatakan

salah satu misi Kabupaten

Bantul terkait pencapaian

Bantul sebagai kabupaten

layak anak, ramah perem-

puan dan difabel, program-

program pembangunan di

Kabupaten Bantul, salah

satunya terfokus pada pem-

berdayaan perempuan.

(Jdm)-f

DUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

GOW Tingkatkan Keterampilan Berkomunikasi

TAHUN 2024 DAPAT ALOKASI 9.642.000 KG

Oktober, Penebusan Pupuk Urea Baru 54,03 Persen

KR-Istimewa

Petani Sleman sangat membutuhkan subsudi

pupuk untuk tanaman padi mereka.

KR-Judiman

Sosialisasi program kerja GOW di Rumah Dinas

Bupati Bantul.


